
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ting.kat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5255); 

Mengingat 

• 

• Menimbang 
BUPATI MUNA, 

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 13 Tahun 2004 tentang P ng lolaan Zakat d n 
Infaq atau Sedekah Kabupaten Muna, rnaka perlu dan 
pengaturan teknis yang dijadikan . ebagai pedoman dalam 
pelaksananaan pengclo\aan Zakat, Infaq, dan Sed kah di 
Kabupaten Muna; 

b. bahwa di antara rnanfaat Zakat, lnfaq, dan Sedekah adalah 
untuk mewujudkan peningkatan kc jahteraan ma _ arakat 
dan penanggulangan kemlskinan: 

c. bahwa dalam rangka rnemmjang kegiatan peningkatan 
kesejahteraan masyara.kat dan penanggulnngan kemi kinan 
diperlukan optimalisasi pernasukan Zakat, lnfaq, dan 
Sedekah; 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan ebagaimana 
dimaksud pada hu.ruf a, hu.ruf b dan huruf c, ma.ka perlu 
menetapkan Pedoman Pengelolaan Zakat, lnfaq, dan Sedekah 
di Kabupaten Muna dengan Peraturan Bup ti. 

DENGAN RAlIMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PERA1 URAN 13UPATI MUNA 
NOMOR JJ TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI KABUPATEN MUN 

BUPATI tUNA 
PROVINSI SUI~ WESI T .. N ,QAl{A 

/ 
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Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Muna. 
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 
3. Perangkat Daerah ada1ah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Ka bu paten Muna. 
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

K.abupaten Muna yang beragama Islam. 
5. Badan ArruJ Zakat Na ional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga 

yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
6. BAZNAS Kabvpaten Muna adalah Lernbaga yang melakukan pengelolaan zakat 

dJ Kabupaten Muna. 
7. Lembaga Amtl Zalutt yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Jernbaga yang 

dibentuk masyarakat yang rnerniliki tugas membantu pengumpulan, 
pendi rribu ian, dan pendayagunaan zakat. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI KABUPATEN MUNA. 

cnetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat 
Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara dan Sadan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat 
Nasional. 

Memperhatikan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5508); 

5. Keputusan Direktur Jendral Bi.mbingan Masyarakat Islam 
No. DJ.Il/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil 
Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. 



ud ditetapkann Pera 
k iatan pe 

B Ill 
K UD, TUJ , D 

m· • 
b. 
c. 
d. 
e. 
r. teriniegra i, 

pengumpulan, 
g. akuntabilita , itu d 

r, 

19 

1 

l l 

l 



Pasal 7 
(1) Yang berwenang mengelola za.kat, infaq, dan sedekah adalah BAZNAS Kabupaten 

Muna dan LAZ. 
(2) BAZNAS Kabupaten Muna membentuk UPZ dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

pengumpulan zakat, inf aq, dan sedekah. 
(31 Penetapan UP'Z sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Muna. 

BAB IV 
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT 

Pasal 6 
Sasaran pengumpuJan zakat, infaq, dan sedekah adalah seluruh warga masyarakat 
Kabupaten Muna yang beragama Islam. 

Pasal 5 
( 1} Za.kat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 

a. Zakat Fitrah; 
b. Zakat Mal. 

(2) Za.kat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah zakat yang 
dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok atau uang. 

(3) Za.kat Mal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. ernas, perak, dan logam mulia lainnya; 
b. uang dan surat berharga lainnya; 
c. pemiagaan; 
d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 
e. peternakan dan perikanan 
f. pertambangan; 
g. perindustrian; 
h. pendapatan dan jasa; dan 
i. rikaz. 

Pasal 4 
Tuju n ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mewujudkan 

mas -arakat yang sejahtera dan bermartabat serta penangguJangan kemiskinan; 
b. mendorong para muzakki menunaikan kewajiban pembayaran zakat; 
c. mendorong para munfiq dan mushoddiq untuk menunaikan pembayaran infaq 

dan sedekah; dan 
d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 



Bagian Kesatu 
Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di UPZ Perangkat Daerah 

BAB VI 
MEKANISME PENGUMPULAN 

Pasal 12 
BAZNAS Kabupaten Muna wajib memberikan bukti atas setoran zakat, infaq, dan 
sedekah sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal 11 
Munfiq dan mushoddiq dapat mengumpulkan infaq dan sedekah, sesuai dengan 
keik.hlasan dan akad . 

Pasal 10 
Besaran zakat fitrah dan zakat maal ditentukan sesuai dengan syariat Islam. 

Pasal 9 
Muzakki, Munfiq, dan Mushodiq dapat mengumpulkan zak.at, infaq, dan sedekah 
pada UPZ yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Muna. 

BABV 
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH 

Pasal 8 
l 1 l UPZ zairnan dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengumpulkan 

l.k• r. infaq, dan sedekah di Kabupaten Muna dan menyetorkan ke BAZNAS 
1'., bup l n Muna. 

(-) lam m l .sanakan tugasnya: 
PZ PD b rtanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Muna dan 

Pimpinan P rangkat Daerah; 
b. VPZ BUMN/BUMD/Swasta bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten 

Munn dan Pimpinan Badan Usaha; 
c, UPZ masjid, mushollah, dan sejenisnya bertanggung jawab kepada BAZNAS 

Kabupat n Muna dan pimpinan ta'm.ir setempat; 
d. UPZ S kolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan bertanggung jawab kepada 

BAZNA Kabupaten Muna dan pimpinan langsung. 
(3) Pengurnpulan zakat, infaq, dan sedekah terkoordinir yang bersumber dari 

karyawan BUMN, BUMD / swasta wajib didasari dengan perjanjian ten tang 
Persetujuan Pendirian UPZ di Lingkungan Kerja Badan U saha. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh Peraturan 
Ketua BAZNAS Kabupaten Muna. 



Pasal 15 
( J) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq, dan mushoddiq di lingkungan 

kerja badan usaha. 
(2) UP'Z menyampaikan data muzakki, munfiq, dan mushoddiq dalam bentuk daftar 

narna disertar la.mpiran surat pemyataan kesediaan para karyawan yang 
ber gkutan untu.k menunailcan zakat, infaq, dan sedekah kepada BAZNAS 
Kabupaten Muna sesuai dengan SIMBA. 

Bagian Kedua 
Mekani me Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di UPZ BUMN/BUMD/Swasta 

No Gol Jumlah 
Potongan (Rp) 

1 Gol. IV 25.000,- - 2 Gal. III 20.000,- 
3 Gol. II 15.000,- 

(3) UP'Z menyetorkan seluruh setoran zakat, infaq, dan sedekah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten Muna. 

Pasal 14 
{ l) UP'Z men rima dan mengumpulkan pemungutan zakat, infaq, dan sedekah yang 

dtbayarkan melalui pemotongan gaji sesuai pernyata.a.n dari Pegawai yang 
bersangkutan pada setiap bulan saat penerimaan gaji. 

(2) B amy pemotongan gaji yang dilru.mpulkan oleh UPZ pada setiap Perangkat 
Daerah sebagairnana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

Pasal 13 
Kepala Perangkat Daerah wajib menghimbau bawahannya untuk mengumpulkan 
zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Perangkat Daerah. 

(2) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq, dan rnushoddiq di lingkungan 
rnasing-masing Perangkat Daerah. 

(3) UPZ menyampaikan data rnuzakki, munfiq, dan mushoddiq dalam bentuk daftar 
nama disertai lampiran surat pemyataan kesediaan para Pegawai yang 
bersangkutan untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah kepada BAZNAS 
Kabupaten Muna esuai dengan SIMBA. 

I 



Pasal 19 
Biaya yang diperlukan UPZ Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta, UPZ masjid, 
mushollah dan sejenisnya untuk proses pengumpulan dan penyetoran zakat, infaq, 
dan sedekah dibebankan pada pos Amilin masing-masing. 

Pasal 18 
UPZ mengadministrasikan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah secara 
akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Keempat 
Pengadministrasian dan Biaya 

Pasal 17 
(1) UPZ Masjid, Mushollah, dan sejenisnya wajib menyampaikan informasi tentang 

hasil pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di masjid, mushollah tersebut kepada 
BAZNAS Kabupaten Muna. 

(2) Penyampaian informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan memasang pengumuman dan/ atau melalui pengeras suara di masjid/ 
mushollah tersebut atau media lain. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di UPZ Masjid, Mushollah dan 

Sejenisnya 

(3) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat, infaq, dan sedekah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten Muna. 

No Penghasilan (Rp) Jumlah Potongan (Rp) 
1 ~ 3.500.000,- 25.000,- 
2 13.000.000,- 20.000,- 
3 ~ 2.500.000,- 15.000,- 
4 ~ 2.000.000,- 10.000,- 
5 ~ 1.500.000,- 5.000,- 

p da 
ebagai 

oJeh UPZ 
ditetapkan 

dari karyawan y,111 dibayarkan melalui pemotongan gaji sesuai pernyataan 
bersangkutan pada setiap bulan saat penerimaan gaji, 

(2) Besamya pemotongan gaji yang dikumpulkan 
BUMN/BUMD/Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) 
berikut: 

Pasal 16 
(1) UPZ menerima dan mengumpulkan pemungutan zakat, infaq, dan s dekab yung 
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Pasal 24 
(1) Zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk uang yang diterima oleh BAZNAS 

Kabupaten Muna wajib dicatat dalam Laporan Keuangan dan disetorkan ke 
rekening BAZNAS Kabupaten Muna pada Bank yang ditunjuk. 

(2) Penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) dilakukan langsung setelah 
zakat, inf aq, dan sedekah diterirna BAZNAS Kabupaten Muna 

(3) Jumlah uang yang disimpan dalam bentuk tunai pada brankas BAZNAS 
Kabupaten Muna paling banyak Rp. 5.000.000,- {Jima juta rupiah). 

Bagian Ketiga 
Penyimpanan 

Pasal 23 
( 1) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq dan sedekah dilakukan sesuai dengan 

syariat Islam dan dilakukan dengan peruntukan yang diikrarkan oleh munfiq dan 
mushoddiq. 

(2) Pengelolaan infaq dan sedekah wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri. 

Bagian Kedua 
Pendistribusian dan Pendayagunaan lnfaq dan Sedekah 

Pasal 22 
(1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir 

miskin dan peningkatan kualitas umat. 
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam hal kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 

Pasal 21 
(1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
{2} Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayahan. 

Bagian Kesatu 
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 

BAB VII 
PENGELOLAAN 

Pasal 20 
Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS 
Kabupaten Muna dapat menyelenggarakan sosialisaei, intemalisasi, workshop, 
seminar dan/atau ceramah. 

Bagian Kelima 
Pengembangan 
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(1) Bupnri ala I P jabn]. ynn~ dltunjuk m l kul nu p mbiunnu. pc·n~n n, 11n, dt111 

p nf{ ·ndolian terhadnp BAZNA l(nhupnl n Munn. 
(2) P rnbinaan s ·b, r,nimnn dirnnk 1d pndn nynt (I) rnc llputl: 

a. fQAi11msl; 
h. Ofifrdi1mAi; dnn 
c. edukru i. 
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P B I ) 
(l) Bupati atau P jabat yang ditunjuk rnelakuknn monlt , Inf..{ elnn e-vnh.u) I 
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BAO IX 
M NlTORlN , EVALUASl, DAN ,LAI' f, AN 

Pasal 25 
Dalam rangka p ngumpulan dan p ng mbnngnn znknt, I f <1, dnn cdt"I~ rh , A/..NA. 
Kabupaten Muna dapat m \, kR nnkRn \ oordin c\('nf. \(rp1 \, \l ·1111\fi,\ HI 
Daeralr/Pimpinan Instansi, Pirnpinnn BUMN/OUMD/ Swn 111 ntnu Pimp nun t11'n, 1 

rnasjid a tau mushollah. 
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